BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 5% TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI], TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang

Mengingat

Doa

KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan  efislen guna  meningkatkan  Kkinerja
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan
penataan organisasi dan penyesuaian sistem kerja;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan
Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, guna mewujudkan birokrasi
yang dinamis, lincah dan profesional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Ker'ja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bangka Barat;

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai_Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederbanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 184);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten DBangka Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri
D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

2
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretan’'s. Dae sh adalab.Sekretary's Daerah Kabuypaten Bangka Barat.
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10.

11;

12.

13.

14.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD
adalah Perangkat Daerah vyang dibentuk dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi
Pencegahan Bencana adalah serangkaian keglatan yang dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam
bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan berdaya guna.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara Wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada
wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun Masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
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15.

16.

17.

18,
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Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan
termologi pada suatu wilayah untuk jangka waku tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan
mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu.

Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim
yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non
teknis terkait yang bertugas melaksanakankegiatankaji cepat bencana dan
dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan
(Needs Assessment)penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and
LosesAssessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam
penanganan darurat bencana.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti
sebagai akibat dampak buruk bencana Daerah adalah Kabupaten Bangka
Barat.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk
melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.

Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian
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24. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat
Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah
Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan

kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat Daerah
yang menyelenggarakan sub urusan bidang bencana.
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang bencana.

Pasal 4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta
efesien;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
penanggulangan bencana; dan

e. pembinaan teknis penanggulangan bencana.
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BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasald
Susunan organisast Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
Kepala Pelaksana BPBD
2. Sekretariat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b} Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana,;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
5. Bidang Rechabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal ©
Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
BPBD.
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua

yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.

Pasal 7
Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan
dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana
secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan

pasca bencana.
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(2)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana
daerah;

b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana,

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Pasal 8

Keanggotaan unsur Pengarah BPBD terdiri dari:

a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan

b. anggota masyarakat professional dan ahli dibidangnya.

Pasal 9
Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
Kepala Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang dan berasal dari :
a. Pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Tentara Nasional Indonesia yang terkait dengan penanggulangan
bencana, sejumlah S (lima) orang; dan
b. masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh
masyarakat, sejumlah 4 (empat) orang.
Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat professional
selama 5 (lima) tahun.
Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uj
kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pengangkatan anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

ditetapkan oleh Bupati.
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(2)

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kepala Pelaksana
Pasal 10
Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPBD.
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Unsur Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 10, mempunyai tugas

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi

prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan
bencana;

b. penetapan rumusan  kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan
penanggulangan bencana,;

c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

€. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas
penanggulangan bencana;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya

g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan

bencana.
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(2)
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Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana
Pasal 12

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan  tugas-tugas di  bidang pengelolaan  pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,

pengelolaan  umum, kepegawaian, pengelolaan  keuangan dan

pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;

c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan
ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

€. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
dan keuangan Badan;

f. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan;

g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan
tugas Badan,;

h. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;

1. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

j- evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

1. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan

kesekretariatan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian.

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan persuratan di lingkungan BPBD,;

b. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan di lingkungan BPBD;

c. melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan BPBD;

d. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol di
lingkungan BPBD;

e. melaksanakan urusan periengkapan dan rumah tangga serta aset di
lingkungan BPBD;

f. melaksanakan wrusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan
BPBD;dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok
memimpin, membina dan mengendalikan tugas—tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan
bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

a. pénetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

¢. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan  pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
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(2)

(3)

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan
kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;

f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana
untuk keadaan darurat bencana;

g penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan
memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan
personil;

h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas
pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

i. pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 15

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok

memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan
bencana yang meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang secara adil dan setara sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan
dan penyaluran uang dan barang;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan
dan penyaluran uang dan barang;

¢. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan

dan penyaluran uang dan barang;
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(1)

(2)

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di  bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan
darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang
meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda
penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelematan
dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih,
percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko
komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan
sarana informasi,

f. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan

logistik penanggulangan bencana;

Paragraf 5
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok

memimpil, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang

pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan
bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana;

C. perumUsan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,
pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana;
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(1)

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang
pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana;

e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik;

f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;

g penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana
serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana,;

h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;

i. penetapan rumusan Kkebijakan peningkatan peranserta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca

bencana,

j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena

bencana;

k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang
terintegrasi dalam program pembangunan daerah;

l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan

rekonstruksi penanggulangan bencana;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesual dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat
Tim Reaksi Cepat
Pasal 17

TRC BPBD mempunyai tugas pokok melakukan pengkajian secara cepat
dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka
mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan
prasaranan dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan Undang-
Undang dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun
buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan
tugas tambahan membantu BPBD untuk mengkoordinasikan sektor yang

terkait dalam penanganan darurat bencana.



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada

saat tanggap darurat;

b. membantu BPBD untuk:

1. mengaktivasi Posko BPBD;

2. mempelancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam
penanganan bencana,

3. menyampaikan saran yang tepat dalam untuk Upaya penanganan
bencana.

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala
BPBD dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor
terkait dan BPBD:

1. Laporan awal setclah tiba di lokasi bencana;
2. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus);

3. Laporan lengkap/akhir penugasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 18
Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan
kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan
dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai
tugas pelayanan fungsional dalam peclaksanaan tugas dan fungsi jabatan
administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

(3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat
Penilal  Kinerja  atau  Pimpinan  Unit  Organisasi  dengan
mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan

mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
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(S)

(6)

(7)

(10)

(11)

(1)

(2)

(3)

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {3) kelompok
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan
kinerja organisasi.

Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas
di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai
Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat
fungsional dan pejabat pelaksana yang berasal dari dalam satu unit
organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat
fungsional hasil penyetaraan jabatan.

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan
maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional
lainnya atau pejabat pelaksana sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Tim kerja melibatkan pejabat fungsional dan pejabat pelaksana
yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi
Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai
ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal2l
Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau Kkegiatan
teknis penunjang tertentu.
Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22
Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua

unsur di lingkungan Dinas.

Pasal23
Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
Proses bisnis antar bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Badan.

Pasal 24

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

Komunikasi dan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana

Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal25

Badan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis

beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.
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Pasal26
Setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27
Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian
intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Penanggulangan

Bencana Daerah dan UPTD mempunyai kewajiban:

a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;

b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik
melalul penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang

terintegrasi.

BAB VIII
JABATANPERANGKATDAERAH
Pasal 29
(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara Exofjfico dijabat
oleh Sekretaris Daerah.
(2) Kepala Pelaksana Badan merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.
(3) Sekretaris Badan merupakan jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Administator.
(4) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon Illb atau Jabatan Administrator.
(5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan

Pengawas.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya
Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

ditetapkanya pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor
118 tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah tahun 2021 Nomor 27 Seri

D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Barat.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal IJ{ July 2023
o BUPATI BANGKA BARAT,
I

s S

Diundangkan di Mentok

pada tanggal 4 A‘l(i 2023
SEK ARIS DAERAH

ATEN BANGKA BARAT,

‘AMMAD SOLEH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR ZrSERI D
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